BUPATI MAPPI

PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat 0 1.

2.

BUPATI MAPPI,

a.bahwa untuk penyelarasan dan lebih

meningkatkan pelaksaanaan tugas Pemerintahan
di Kabupaten Mappi, perlu merubah Perangkat
Daerah;

.bahwa untuk melaksanakan pasal 25 ayat (3)
Peraturan Pemerintah 106 tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua perlu
membentuk Perangkat Daerah dan Peraturan
daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
perlu disesuaikan dengan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Mappi tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6697) ;
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. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten

Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten

Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang,

Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara,

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni

dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang Undang 7
tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Repuplik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang Undang 7
tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Repuplik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara  Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114) sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan
Pelaksanaan  Kebijakan  Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6730);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaima telah diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
187);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019
tentang Badan Penanggulangan Bencana
Nasioanal sebagaimana telah dibuah dengan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Penanggulangan Bencana Nasioanal;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021
tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mappi.



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAPPI
Dan
BUPATI MAPPI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAPPI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam = Peraturan  Daerah
Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mappi sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 3

Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas

Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Mappi dan Peraturan

Daerah Kabupaten Mappi Nomor Tahun 2020

tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Mappi diubah sebagai berikut :

1) Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat 2 diubah, sehingga
berbunyi = Sekretariat Dewan  Perwakilan  Rakyat
Kabupaten @ Mappi merupakan  Sekretariat Dewan
Perwakilan Kabupaten Tipe C;

2) Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat 4 huruf e diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
Perindustrian dan Perdagangan;

3) Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat 4 huruf f diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga
Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga
Kerja;

4) Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat 4 huruf f diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Penanaman Modal,
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5) Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat 5 huruf a diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan
bidang Perencanaan, Riset , dan Inovasi Daerah;

6) Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat 5 huruf e diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B,
melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mappi.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 15 Juni 2023

Pj.BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

Diundangkan di Mappi
pada tanggal 15 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
FERDINANDUS KAINAKAIMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL,S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002




